Menimbang :

Mengingat

. bahwa untuk melaksanakan Peratur,

BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPAT] MAGELANG
NOMORAITAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKS| REHABILITASI DAN REKONSTRUKS]

PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

BUPATI MAGELANG,

an Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten

Magelang perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421), .

Undang-Undang Nomor (2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndo_ne5|a Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),



usat' dan Pemerintahan Daerah
onesia Tahun 2004 Nomor 126
ublik Indonesia Nomor 4438); '
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang ke Kecamatan Mungkid di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun' 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor 4663);

(Lembaran Negara Republik Ind
Tambahan |embaran Negara Rep

g Penanggulangan
Tahun 2007 Nomor
sia Nomor 4723)

15. Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2907 tentapg Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentgng Dekopsentram
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndo'nesna Tahu_n
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tat.a
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesn_a
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noinor 4833);
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Menetapkan :

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2008
Penyelenggaraan Penanggulangan Benc
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 4828)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 T
Pengelolaan Bantuan Bencana (
Tahun 2008 Nomor 43, Tam
Indonesia Nomor 4829)

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

tentang
ana (Lembaran Negara

42, Tambahan Lembaran
ahun 2008 tentang Pendanaan dan
Lembaran Negara Republik Indonesia
bahan Lembaran Negara Republik

1

23. Peraturan Presiden ‘Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana; g

24. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsl Gunung
Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa
Tengah;

N

25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5
Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2013; '

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

28. Peraturan Dezerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2011 Nomor 3);

29. Peraturan Dzerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2011 Nomor 980);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011-2013.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

I
|
|
I
1
|
i

palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengzn:
1 Daerah adalah Kabupaten Magelang.

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati

dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyel
pemerintahan daerah. penyelenggara

| 3. Bupati adalah Bupati Magelang.

| 4 Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publlk atau

masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya huKum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

BAB Il
RENCANA AKS| REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI
Pasal 2

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rzkonstruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi.di Kal?upaten
Magelang merupakan panduan/acuan bagi pemerintah daerah dan plhgk-plhak lain yang
terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Merapi di
Kabupaten Magelang.

Pasal 3

i ilitasi i i Gunung Merapi disusun
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascg Erupsi : sus
Y d:ll;m bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | - KONDISI UMUM WILAYAH

BABIl : DAMPAK ERUPSI MERAPI TAHUN 2010 DI KABUPATEN
MAGELANG

BABIIl : PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA

BABIV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

BABV : KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENYELENGGARAAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI
GUNUNG MERAPI

SCA REHABILITASI DAN
. KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PA
e .EEKONSTRUKS| DAN MANAJEMEN BERBASIS RESIKO

PENGURANGAN BENCANA
BABVIl : PENUTUP
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BAB Il|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dajam Peraturan Bupati

ini Sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur oleh Bupaij

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
dengan penempatannya dalam Be rita Daerah Kabupat

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 34 Desembe 20l(
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